BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Dasar filosofis lembaga jaminan fidusia, digunakan untuk menampung
kebutuhan masyarakat akan pentingnya tambahan modal berupa dana dalam
melakukan kegiatan usaha di bidang ekonomi dengan tetap menguasai benda
modalnya itu digunakan dalam mempertahankan kegiatan usaha, sebagai
agunan/jaminan memperoleh bantuan dana. Mengingat kedua lembaga jaminan
yang ada dalam KUHPerdata yaitu gadai dan hipotek, tidak memberikan ruang
dan tempat bagi masyarakat yang mengembangkan usaha dengan perolehan dana
dari lembaga keuangan. Kalaupun jaminan dalam bentuk gadai, maka persyaratan
utama bagi debitor untuk memperoleh dana harus menyerahkan benda kepada
kreditor, hal ini debitor tidak dapat menggunakan benda tersebut untuk
menjalankan aktifitas usaha yang berakibat tidak dapat melakukan pelunasan
utang kepada kreditor, karena benda sebagai alat untuk menjalankan usaha harus
diserahkan kepada kreditor.

2. Keberadaan UUJF apabila diteliti dan dicermati ternyata tidak mengandung
kepastian hukum baik secara internal maupun eksternal. Hal ini disebabkan oleh
beberapa faktor yaitu: faktor sejarah perkembangan peraturan jaminan fidusia,
faktor tidak didaftarkannya jaminan fidusia dan faktor penormaan. Berdasarkan
Teori Kepastian Hukum dari Lon Fuller, UUJF dalam rumusan pasal-pasalnya
terdapat tumpang tindih, menjadikan tidak terwujudnya kepastian hukum yang
berakibat adanya pemahaman norma yang berbeda dalam pelaksanaanya. UUJF
sebenarnya merupakan peraturan perundang-undangan yang tidak dapat berdiri
sendiri, karena di dalamnya dimasukkan juga ketentuan Undang-Undang Hak
Cipta sebagai jaminan, Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Tetapi manakala dicermati berdasarkan asas spesialitas dan asas publisitas sudah
menghasilkan suatu proses yang dapat melahirkan kepastian hukum yang prima
dan adil.

3. Kedudukan debitor dalam menguasai benda jaminan fidusia menurut Undang-
Undang Jaminan Fidusia, sangat dipahami adanya prinsip bahwa selama benda
dijadikan objek jaminan, hak milik benda yang bersangkutan, diakui tetap ada
pada debitor. Sedangkan atas agunan yang bersangkutan, kreditor hanya sekedar
mempunyai hak jaminan kebendaan dan bukan hak kepemilikan. Bahkan
diperjanjikan sejak awal membuat perjanjian jaminan sekalipun, bahwa dengan
wanprestasinya debitor disepakati agunan otomatis menjadi milik kreditor, adalah
dilarang. Ini penting dalam rangka untuk memberikan perlindungan hukum
kepada debitor yang punya posisi relatif lemah, saat mengajukan permohonan
utang kepada kreditor. Bermula karena itu, oleh penguasa, dalam gadai
dihadirkan Pasal 1154 KUHPerdata dan dalam hipotek dikemaslah Pasal 1178
KUHPerdata, tidak lain semua itu sebagai upaya untuk memberikan perlindungan
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hukum eksternal kepada pihak yang lemah, yaitu pihak debitor yang terdesak dan
dihimpit kebutuhan dana pinjaman. Kedua pasal tersebut berperan sebagai
belenggu bagi kekuatan kreditor yang relatif besar dalam menguasai kehendak
debitor.

5.2 Saran

1. Menurut sejarahnya fidusia dilahirkan dari munculnya sengketa hukum yang
dalam penyelesaian hukumnya dilakukan dengan dasar yurisprudensi, yang
merupakan hasil penemuan hukum oleh hakim dalam memutus suatu sengketa,
kemudian diadopsi menjadi UUJF. Dalam pasal-pasal UUFJ tersebut terdapat
berbagai tumpang tindih di dalam pelaksanaannya. Karena itu penulis
menyarankan kepada pemerintah untuk melakukan pembaharuan UUJF, supaya
dapat memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam
penggunaan UUJF, sehingga dapat mewadahi kebutuhan masyarakat bisnis
utamanya kebutuhan dana, khususnya kalangan usaha mikro, usaha kecil, dan
usaha menengah yang hingga saat ini merupakan kalangan usaha yang mampu
bertahan dan bersaing dengan kalangan usaha besar.

2. Perlunya pemerintah menggali rumusan peraturan pembaharuan UUJF dengan
penggunaan bahasa hukum yang sederhana dalam pasal-pasal dalam UUJF,
sehingga mudah dipahami oleh para pihak, yang berakibat pencapaian tujuan
hukum yaitu kepastian hukum tidak dikurangi/dikebiri oleh akibat ketidakjelasan
bahasa dalam setiap pasal yang ada dalam UUJF.

3. Perlunya pemerintah memasukkan dalam pasal UUJF untuk memberikan
perlindungan hukum yang layak bagi pihak debitor yang tetap menguasai barang
jaminan fidusia, dengan pengimplementasikan asas kepercayaan, itikad baik, dan
informasi yang benar terhadap benda yang diikat dengan jaminan fidusia.
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